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Menimbang  : bahwa untuk kelantjaran tugas-tugas MUPPEEAS 'parlii_dﬁotaphn

Peraturan Tata-Tertib Musjawarah Pembantu Perent Pemba~
ngunm Nasional (MUPPENAS) seperti ditetapkan pml 6
Porat.nran Presiden No.l Tahun 196lo (Lenbaran loura t.ahun
1964 No.4) :
s 1. Penoupan Presiden Republik Indonuh lo.12 ‘l‘lhlm .1963 (di-
sempurnakan) ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonuia No.l 'rahun 1961. :
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia ¥o.196 rahun 1964 3

“Mendengar @ 1. ::T”i Koordinator Urusan Perent.danun Pcnban.;mn lulo-
: H

2 Rapat Paripurna MUPPENAS pada tanual 17 Dcsubor‘ 1968 "
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Bagian Kedua. :
Pimpinan,

Pasal 2. - s
W Pinpinan MUPPENAS terdiri dari Valdl Piupinan Tertinggd BABPENAS
: Ketua dan Pimpinan Harian BAPPENAS seba;ai Wakil Ketuao, - '

HARAP KEMBAL!

SETELAH SELESAl DIPEEGUNAKAN




(2) )
 (2) Eetua dan Wakil Ketua MUPPENAS merangksp sebagal Anggota MUPPENAS.
(3) Ketua dan Wakil Ketua MUPPENAS diangkat dan diberhontlhn oleh Presid:
(k) Pimpinan MUPPENAS bertugas :

a) Merant jang, mengatur, memimpin dan mnvui segala kuhtan/pokcr-
djaan sehari-hari dan rapat-rapat MUPPENAS ;

b) llonjangaikan hasil-hasil rapat-rapat uupms kepada Presiden/Pin-
ertinggi BAPPENAS.

Bagian mi‘" ;
Panitia Pembantu Pimpinan.

Pasal 3.

(1) Ketua MUPPENAS membentuk Panitia Pezbantu Pimpinan MUPPENAS "m bertu
gas membantu Pimpinan MUPPENAS dalam merumuskan saran-saran usul-
usul seperti tersebut pada Pasal 2 Peraturan Presiden lo-l Tahun 1964

(2) Panitia Pembantu Pimpinan MUPPENAS terdiri dari :
a) Ketua dan Wakil Ketua MUPPENAS sebagal Pimpinan ;

' 'b) Sebanjak-banjaknja 11 (sebelas) orang anggota MUPPENAS ubmi nnz-
gota Jang ment jerminken komposisi keanggotaan NUPPERAS' 3

- e) P;:‘:itilcn Direktur Bank Pembangunan Indonesia ubuai anaota ox-
- officio.

(3) Susunan dan tata-kerdja Panitia Pembantu Pimpinan MUPPENAS dl.tat.apkan
- dan diubah dengan surat Keputusan Ketua MUPPENAS.

i Bagian K@'ﬂplto
O Komisi-Komisdi.
v Untuk kepentingan polaksanaan tugas HUPPENLS Ketua IUPBIILS dapat
ok i L ’
Pasal 5.

* Ketua MUPPENAS menund Juk secrang Ketua, beberapa Uakil Ketua dan seo-
‘rang atau lebih Pelapor Komisi diantara anggota-anggota Komisi.

(1) Dalam mendjalankan tugasnja Komisi dapat membentuk satu atau hbih Sub
“» Komisi jang bertanggung-djawab kepada Eomisi.

{2) Komisi bertanggung-djawab dan melaporkan hasil pekerdjaannja nﬁau
; tertulis kepada Pimpinan MUPPENAS.

Pasal 7.
(1) anoran termaksud gada Pasal 6 ajat (2) disampaikan oleh Pimpinan Komisi
kepada Pimpinan MUPPENAS ulambat.-hnbatn,ja 7 (tudjuh) har!. setelah la-
poran terubut disahkan oleh Komisi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnja, Komisi seuaktu-wakt.u dapat ‘meminta* t.un-
- dJjuk dari dan memberikan laporan sement ara kepada Phnpimn IUPPE

ngg; 8.




(1) Tiap Anggota MUPPENAS hanja duduk dalam satu Komisi htjuali bila Ketw
MUPPENAS menentukan lain.

(2) Ketua MUPPENAS menundjuk anggota-anggota Komisi.
Bagian Kelima.

Pengangkatan Anggotas
Pasal 9.

(1) Anggota MUPPENAS dianglkat dan diborhentikan oleh Preaidon. e

' 1{2) l’cuangkatan Anggota antarmasa ialah han untuk sisa dari da mn dn
“i‘ Jan; ditetapkan pada Pasal 5 ajat (3) Peraturan Prod.dgx.\ lo-l Tal

Bazianxeenamo
Penasehat.
Pas Qe

(1) Para Anggota Pimpinan M.P.R.S. adalah Penasehat-penasehat MUPPENAS.

12) Nasehat Pimpinan M.P.R.S. disampaikan kepada MUPFENAS uhlui Pimpinar

MUPPENAS atau langsung kepada Rapat Paripurna HOPPENAS apabila Pimping
MUPPENAS mmndm perlu.

Bagianxet.udjuh.
Sekretariat.

PQSSl 1l.
@ (1) Bokrotariat. MUPPENAS dipimpin oleh georang Pembantu Mu’l BAPPENAS.

(2) Sekretariat MUPPENAS mempsrsiapkan dan mengurus segala seswatu jang
berhubungan dengan rapat-rapat Paripurna, Pimpinan, Panitia Pembantu
- Pimpinan dan Komisi-Komisi MUPPENAS aohinua tortjapai. kslant jaran da-
lam rapat-rapat itu.
| BAB_ II
RAPAT-RAPAT.
P!l!l lgi
(1) Rapat-rapat MUPPENAS terdiri dari :
a) Rapat Paripurna,
b) Rapat Pimpinan MUPPENAS,
_ ¢) Rapat Pembanbu Pimpinan MUPPEKAS,
. 4) Rapat Komisi-Komisi,

e) Rapat-rapat lain jang d:ltontukan oleh Pimpinan uumms

(2) k ﬂtuaan dalam rapat MUPPENAS diambil dengan tJjara musjawarah dan mue
3 t Jang dipimpin olej hikmah kebid jaksanaan dalan uunut goton;-
ro ONg «
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(1) Rapat-rapat MUPPENAS diadakan atas undangan Pimpinan MUPPENAS jang memu-
at tanggal, waktu, tempat dan atjara rapate

(2) Rapat Paripurna MUPPENAS diadakan sekurang-kurangnja 2 (dua) kali dalam
f:atu ) tahun.

(3) Atas usul tertulis sekurang-kurangnja 10 (sepuluh) anggota MUPFENAS Jan;
disertal alasan-alasan setjukupnja, Pimpinan MUPPENAS dapat mengundang
Rapat Paripurna MUPPENAS.

(4) Para Anggota MUPPENAS berkewadjiban untuk menghadiri rapat-rapat MUPPENA:

(5) Anggota MUPPENAS jang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menghadiri
rapat-rapat MUPPENAS harus menjampaikan pemberitahuan nt:lan tertulis
kepada Pimpinan MUPPENAS disertal alasan-alasannjae =

) Undangan Rapat Paripurna MUPPENAS disampaikan sekurang-kurangnja 7 (tue
djuh) hari sebelum tanggal diadakannja Rapat Paripwna Jjang bersangkutan,
dengan mengingat ketentuan pada Pasal 1l ajat (2). .

QSﬂl 1&.
Undangan untuk rapat-rapat Panitia Pembantu Pimpinan MUPPENAS diadakan
olsh Pinpinan MUPPENAS dan memuat tanggal, waktu, tempat dan atjara rapat.
Papal ;ﬁ.

Undangan untuk rapat-rapat Komisi diadahn oleh Ketua Komisi jang ber-
sangkutan dan memuat tanggal, waktu, tempat dan atJjara rapate

Plﬂ!l 16.

Semua rapat MUPPENAS adalah tertutup dan bersifat. rahasia htjuali Pime
pinan MUPPENAS menentukan lain.

7 ' B AB III
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HUBUNGAN MUPPENAS DENGAN K.P.R.S., BAPPENAS sxnu
INSTANSI-INSTANSI LAIN.

 Pasal 17.

(1) Untuk melaksanakan tugasnja seperti ditetapkan olsh Peraturan Presiden
go.i 'g:llt’%n m}g& Pasal 2, MUPPENAS memperoleh bahan-bahan Jan; diperlukan
ar °

(2) Hubungan antara Pimpinan MUPPENAS dan Pimpiran Me.PeReS. dihkuhn Be=
waktu~-waktu dianggap gerlu berdasarkan prosedw Jang dit.otaphn bersama
oleh Pimpinan MUPPENAS dan Pimpinan M.P.R.S.

(3) Pimpinan MUPPENAS memberitahukan hasil-hasil hubungan ternakalﬂ pada
ajat (2) pasal ini kepada Pimpinan Harian BAPPENAS.

(4) Pimpinan Harian BAPPENAS, setiap kali dianggapnja perlu dapat mengusul-
kan kepada MUPPENAS melalui Pimpinan MUPPENAS, agar )(UP"BIAS memus javwae~
rahkan dan membahas persoalanaieraoalan tertentu mengenai pembangunan dan
memberikan s aran-saran mengenal itu kepada Pimpi-nan BAPPENAS.




(5)
BAB_IV.
PENUTUP.
Pasal 8.

(1) Segala sesuatu jang belum atau belum tjukup diatur dalam peraturan
tata-tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan MUPFENAS.

(2) Peraturan Tata-tertidb ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.=
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Divetapkan di Djakarta’iifi: -

P pada tanggal S Mar e t-,l?ﬁo
‘ _f PRESIDEN REPUBLIK INDONESIK, ‘'

SUKARNO.
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